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PEMERINTAH PROVINSI GORONTALC

PERATURAN DAERAH PROVINST GORONTALO
NOMOR 05 TAHUN 2008

TENTANG

PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah {DPRD)} berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, periu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun Anggaran 2007;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



10.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negarg Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
Undang-Undang Nomaor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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18.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437}
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indeonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
{tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118§,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4416);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4503);



Menetapkan:

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 fentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomaor 03 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
2007 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan

(2)

memuat :

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Neraca;

¢. Laporan Arus Kas;

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/perusahaan daerah.



Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a

tahun anggaran 2007 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 521.584.139.992,72
b. Belanja Rp. 45%.239.655.980.51
Surplus/defisit Rp. 62.344.484.012,21

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan Rp. 73.948.506.908,00
2. Pengeluaran Rp. 9.500.000.000,00
Surplus/defisit Rp.(64.448.506.908,00)
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut :
(1) Selisih anggaran  dengan realisasi pendapatan sejumiah
Rp 45.292.430.273,72 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.476.291.709.719,00

b. Realisasi Rp.521.584.139.992.72
Selisih lebih/(kurang) Rp. 45.292.430.273,72
(2) Selisih anggaran  dengan realisasi  belanja sejumiah

Rp. 81.686.945.866,49 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.540.926.601.847,00

b. Realisasi Rp.459.239.655.980,51
Selisih lebih/(kurang) Rp. 81.686.945.866,49

(3} Selisih anggeran dengan realisasi surplus/defisit  sejumlah.
126.979.376.140,21 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp.(64.634.892.128,00)
b. Realisasi Rp. 62.344.484.012,21
Selisth lebih/(kurang) Rp. 126.979.376.140,21

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumiah
Rp. 30.186.385.220,00 dengan rincian sebagai berikut :



a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 104.134.892.128,00
b. Realisasi Rp. 73.948.506.208,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 30.186.385.220,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. 30.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut ;

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 39.500.000.000,00
b. Realisasi Rp.  9.500.000.000,00
Selisih lebih/(kurang} Rp. 30.000.000.0006,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlab
Rp.( 186.385.220,00} dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. 64.634.892.128,00
b. Realisasi Rp.(64.448.506.908,00)
Selisih lebih/{kurang) Rp. 186.385.220,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember

Tahun 2007 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 885.602.898.683,68

b. Jumlah kewajiban Rp. 24.350.137.580,05

¢. Jumiah ekuitas dana Rp. 861.212.761.103,63
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢
untuk tahun yang berakhir seampai dengan 31 Desember Tahun 2007
sebagai berikut :

a. Saido kas awal per 1 Januari tahun 2007 Rp. 77.149.009.403,02

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 225.159.194.454 87
€. Arus kas dari aktivitas investasi aset
d. Non keuangan Rp.(162.814.710.442,66)
e. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp.{ 9.499.736.500,00)
f. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 3.649.229.353,05
g. Saldc kas akhir per 31 Desember

Tahun 2007 Rp. 133.452.962.548,28



Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf d tahun anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif

maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

€. laporan arus kas;

d. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Lampiran — lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b. rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;

c. rekapitulasi reglisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

d. daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnyz;

laporan Keuangan PT Gorontalo Fitra Mandiri;

laporan Keuangan PT Gorontalo Wisata Mandiri;

laporan Keuangan BLU Taxi Mina Bahari;

T e oo

rincian Piutang, persediaan dan hutang;

rincian Aset.

Pasal 9

Gubernur  Gorontalo menctepkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinftahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Juli 2008

\{VG‘UBERNUR GORONTALO,

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALD,

Drs. H. IDRISRAHIM, MM
PEMBINA UFAMA MADYA
NIP. 560 004 832

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 20068 NOMOR %



